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Ketentuan Umum KUR 2018

PERMENKO NO.11 TAHUN 2017

06. Suku Bunga
Suku Bunga KUR pada \.,o

tahun 2018 sebesar 70/0

efektif pertahun (atau sama
dengan suku bunga
flat yang setara)

KUR adalah

Kredit/pembiayaan modal kerja
dan/atau investasi kepadadebitur
individu/perseorangan, badan
usahadan/atau kelompok usaha
yang produktif dan layak namun
belum memiliki agunan tambahan
atau agunan tambahan belum
cukup.

05. Kelompok Usaha
Kumpulan pelaku usahayang
dibentuk berdasarkan
kesamaan kepentingan,
kondisi lingkungan (sosial, *
ekonomi, sumber daya,
tempat) dan/atau keakraban
untuk meningkatkan dan
mengembangkan usaha
anggota

04. Sektor Ekonomi
Sektor Produksi ( Sektor pertanian,
perburuan, dan kehutanan, sektor
perikanan, sektor industri
pengolahan, sektor jasa-jasa,
sektor konstruksi) dan sektor
perdagangan

o

1. Penerima KUR

Individu/perseorangan
baik sendiri-sendiri
maupun kelompok usaha
atau badan usahayang
melakukan usahayang
produktif

2. Tujuan KUR

» Meningkatkan dan
memperluas akses
pembiayaan kepada
usaha produktif

» Meningkatkan kapasitas
daya saing usahamikro,
kecil dan menengah

» Mendorong
pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga
kerja.
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03. Sumber Dana

ﬁg

100% dari dana Lembaga
Keuangan penyalur KUR



PIHAK = PIHAK TERKAIT KUR TAHUN 2018

Penjamin
(11 Instansi)

10. Kementerian Dalam Negeri
11. Sekretaris Kabinet
12.BNP2TKI

13.BPKP

14.Bappenas

11.Bank Artha Graha
12.BRI Agroniaga
13.BRI Syariah
14.BTN

15.Bank Jateng
16.BPD Kalbar
17.BPD NTT
18.BPD Bali
19.BPDDIY

20.BPD Sulselbar

Pemerintah Penyalur
(14 Instansi) (41 Instansi)
. 21.BPD Kaltim

1. Kemenko Perekonomian 1. BRI

: .. 22.BPD Sumatra Utara
2. Kementerian Keuangan 2. Bank mandiri

. ) 23.BPD Sumbar
3. Kementerian Koperasi dan UKM 3. BNI . .

. . . . 24.BPD Riau Kepri
4. Kementerian Perindustrian 4. Bank Sinarmas )

. 25.Bank Jambi
5. Kementerian Perdagangan 5. Maybank

. ) . 26.Bank Jabar Banten
6. Kementerian TenagaKerja 6. Bank Bukopin

. ) 27.Bank Kalsel
7. Kementerian Pertanian 7. BTPN
8. Kementerian Kelautan dan 8. OCBC NISP 28.Bank NTB

; 29.Bank Sumselbabel
Perikanan 9. Bank Permata 30.Bank Papua

9. Kementerian BUMN 10.BCA

31.Bank Lampung
32.BPD Bengkulu
33.BPD Kalteng
34.BPD Sultra
35.CTBC
36.BCAFinance
37.Mega Finance
38.FIF

39. Adira Finance
40.KSP Kospin Jasa
41.KSP Obor mas

RBPBoOLo~NOoOaR~whE

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero);

PT Penjaminan Kredit Daerah Riau;

PT. Penjaminan Kredit Sumatera Barat

PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan;

PT Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung;

PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengabh;

PT Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta;

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;

.PT UAF Jaminan Kredit;
.PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Pengawas
(2 Instansi)

=

OJK
BPK




1. Kemenko
' perekonomian

2. Kementerian
.~ Keuangan

73. Kemenkop
dan UKM

6. Kementerian ¥
ITeknis/Pemda

®oo oy

Perumusan Kebijakan Program KUR,;
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan KUR;

Menetapkan target dan alokasi penyaluran tahunan KUR;
Rilis laporan penyaluran dan penjaminan KUR,;
Monitoring dan Evaluasi Program KUR.

oo o

Penyusunan rencana penyaluran tahunan KUR,;

Menetapkan anggaran subsidi bunga KUR dalam APBN;

Menetapkan besaran subsidi bunga KUR sesuai dengan keputusan Komite Kebijakan;
Mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Kredit Program.

®oo0op

o

oo o

Perumusan Kebijakan Program KUR,;

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan KUR;

Menetapkan target dan alokasi penyaluran tahunan KUR;
Rilis laporan penyaluran dan penjaminan KUR,;
Monitoring dan Evaluasi Program KUR.

Koordinator forum koordinasi pengawasan KUR;
Verifikasi tagihan IJP KUR (melalui mekanisme verifikasi di awal) dan tagihan subsidi bunga KUR

Memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan untuk menjadi penyalur;
Memberikan rekomendasi bagi perusahaan penjamin untuk menjadi penjamin;
Pengawasan terhadap lembaga keuangan yang telah menjadi penyalur dan penjamin;
Monitoring dan Evaluasi program KUR.

oo op

Menyusun petunjuk teknis penyaluran KUR masing — masing sektor;
Mengunggah data calon debitur dari UMKM binaannya;

Melakukan sosialisasi KUR dan pendampingan kepada UMKM binaannya;
Menyusun rencana penyaluran tahunan KUR masing — masing sektor.




» Skemalmbal JasaPenjaminan (IJP)=3.25%
» 33 Bank Pelaksana, 4 Penjamin;

+ Total Penyaluran Rp 178 Triliun dengan12,4
juta akad kredit. NPL=3.3%

2007-2014

EVOLUSI KUR

+ Skema Subsidi Bunga: 12%
» 7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan Penjaminan
+ Total Penyaluran per Des 2015 sebesar Rp 22,75

* Skema Subsidi Bunga: 12% Triliun dengan 1 juta akad kredit. (75,9% dari
» 7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan target)

Penjaminan
+ Total Penyaluran per Des 2015 sebesar Rp
22,75 Triliun dengan 1 juta akad kredit.
(75,9% dari target)

» Skema Subsidi Bunga: 7%

41 Penyalur, 11 Perusahaan
Penjaminan, 14 Pemerintah

» Target penyaluran: Rp 120 Triliun

« Skema Subsidi Bunga: 9%

+ 34 Bank Pelaksana, 4 Perusahaan
Penjaminan, 2 KSP10 Penjamin

+ Total Penyaluran per Des 2017
sebesar Rp 96,7 Triliun dengan 4 juta

debitur (90,7% dari target)




Menurut Provinsi (Rp Triliun)

Maluku Utara

Kalimantan Utara
PapuaBarat

Maluku

Kepulauan BangkaBelitung
Sulawesi Barat

Kepulauan Riau

Corontalo

Sulawesi Utara

Papua

Kalimantan Tengah
Bengkulu

Kalimantan Barat
Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Timur
Nangroe Aceh Darussalam

Jambi DI

Yogyakarta

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Barat

Banten

Sumatera Selatan

Rau

SumateraBarat

Lampung

DKlJakarta

Bali

SumateraUtara
Sulawesi Selatan

Jana  Barat

Jawa Timur
Jawa Tengah

230,451
262,612
373,920
475,825
480,019
525,133
564,601
566,947
824,184
923,590
935,201
982,405

1,198,090
1,246,084
1,258,645
1,275,749

1,354,740
1,426,681

1,795,298
1,859,107
1,934,102
1,968,801
2,035,776
2,286,650
2,484,772
2,543,887
2,723,712
3,039,045
3,342,189

Rp53,5 triliun

55,4%

4,287,451

5,805,238

KALIMANTAN

Rp9,8triliu

Rp6,1 triliun

6,6%

BALI& NUSATENGGARA

12,453,956

1% -

. ]

MALUKU &

PAPUA

:ﬂé&,mliun

- 2,2%

16,349,906

16,898,711



Kinerja Penyaluran
KUR ProvinsiKeon
Tahun 2017

Sektor Ekonomi

Perdagangan, Jasajasa

Perikanan, Perburuan, dan Kehutanan,
Perikanan, Industri Pengolahan,

Rp 226,68 Miliar 0
12.341debitur 58’1/0 KURMIKRO

Rp 16243 Milier KUR
954 debitur 41,9%

Reslisas
Rp 390,3

Rp 0 Miliar .O(y(,J

- debitur
KUR
1l PENEMPARAN
Miliar e
Debitur

13.479
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Realisasi
KUR 2017
Prov.Kepri
Per
Penyalur

Tahun 2017

No. Nama Bank Akad Debitur
(Rp. Milyar) (Orang)
1 MIKRO - Bank Rakyat Indonesia 213,17 11.726
2 MIKRO - Bank Mandiri 7,70 358
3 MIKRO - Bank Negara Indonesia 1,51 69
4 MIKRO - BRI Syariah 3,61 158
5 MIKRO - Lainnya™ 0,70 30
JUMLAH - MIKRO 226,681 12.341
6 RITEL - Bank Rakyat Indonesia 35,78 159
7 RITEL - Bank Mandiri 53,48 425
8 RITEL - Bank Negara Indonesia 72,61 362
9 RITEL - Lainnya *) 0,57 8
JUMLAH - RITEL 162,435 954
10 TKI - Bank Rakyat Indonesia - 0
11 TKI - Bank Mandiri - 0]
12 TKI - Bank Sinarmas - 0]
JUMLAH - TKI
13 UMI-990 1,20 184
TOTAL 390,31 13.479

*) Bank Penyalur Lainnya meliputi BPD Riau Kepri, BCA dan BTPN




Realisasi KUR 2017 Provinsi Kepri Menurut Sektor Ekonomi

1 2 3 4

Pertanian, Perikanan Industri Perdagangan
Perburuan, Pengolahan
Kehutanan

5,1% 6% 4,1% 65,2%




Realisasi
KUR 2017
Per
Wilayah

Tahun 2017

No. Nama Bank Akad Debitur

(Rp. Milyar) (Orang)
1 Kepulauan Riau 0,715 41
2 Kab.Bintan 51,34 1.970
3 Kab.Karimun 57,19 1.617
4 Kab.Natuna 12.31 577
5 Kab.Lingga 15.5 987
6 Kab.Kep.Anambas 15.5 755
7 Kota Batam 174.66 5.160
8 Kota Tanjungpinang 63.05 2.372
TOTAL 390,31 13.479
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Menjadi Penerima
KUR

Mekanisme
Pembayaran
Yarnen dan
Grace Period

Struktur Biaya KUR
Penempatan TKI

(untuk perkebunan,

peternakan dan
perikanan rakyat)

Perubahan istilah
KUR Ritel menjadi
KUR Kecil

KUR untuk
masyarakat
perbatasan

Penurunan Suku
Bunga KUR Thn 2018
menjadi 7%

Plafon KUR Mikro
untuk sektor produksi
sebesar Rp25 |t per
siklus produksi,
sedangkan diluar
sektor produksi
maksimum akumulasi
plafon sebesar
Rp100 jt

KUR untuk
optimalisasi
KUBE

Pengaturan
porsi
penyaluran
minimum ke
sektor produksi

Penyaluran KUR
bersamaan
dengan kreditlain
yang
diperbolehkan
(kartu kredit, KPR,
SSRG dsb)

Skema KUR
Multisektoral




Poin Perubahan KUR 2018

Besaran suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7%
efektif per tahun;

Besaran subsidi bunga KUR masing —masing
skema tahun 2018

* KUR Mikro naik 1% dari 9,5% menjadi 10,5%
+ KUR Ritel naik 1% dari 4,5% menjadi 5,5%

+ KUR Penempatan TKI naik 2% dari 12%

menjadi 14%

Rencana plafon total KUR tahun 2018 menjadi
sebesar Rp 120 Triliun;

Target minimum penyaluran KUR di sektor
produksi sebesar 50% dari total penyaluran KUR.

Optimalisasi pelaksanaan KUR Khusus
dengan menggunakan skema klaster dan
berkelompok.

Terkait plafon penyaluran KUR Tahun 2018,
disetujui dengan total sebesar Rp 116,5Triliun
sehingga terdapat sisa alokasi plafon KUR
tahun 2018 sebesar Rp 3,4 Triliun sebagai
antisipasi apabila ada Penyalur baru KUR.




Fitur KUR Baru2018

- .

KUR Kecil

KURPenempatan TK]

KUR Khusus

* Maks. Rp 100 juta untuk
sektor non produksi.

Suku Bunga 7% efektif per tahun 7% efektif per tahun 7% efektif per tahun 7% efektif per tahun
Subsidi Bunga 10,5% 5,5% 14% 5,5%
SRS mal_<3|mum per Rp 25 juta Diatas Rp 25 juta - Rp 500t Rp 25 juta Diatas Rp 25 juta - Rp 500t
akad kredit

» Tidak ada pembatasan

akumulasi plafon untuk

Total plafon KUR sektor produksi, dgn
maksimum per maks. Rp 25jt per siklus Rp 500 juta Rp 25 juta Rp 500 juta
debitur produksi.
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(Lanjutan..)

Fitur KUR Baru2018

- .

Jangka Waktu

KUR Kecil

KURPenempatan TK]

KUR Khusus

+ KMK = Paling lama 3 tahun
dan jika suplesi dapat
diperpanjang menjadi 4
tahun

« Kl = Paling lama 5 tahun
dan jika suplesi dapat
diperpanjang menjadi 7
tahun

« KMK = Paling lama 4 tahun
dan jika suplesi dapat
diperpanjang menjadi 5
tahun

« KI = Paling lama 5 tahun
dan dapat diperpanjang
menjadi 7 tahun

Paling lama sama dengan
masa kontrak kerja dan
tidak melebihi jangka
waktu maksimum yaitu 3
tahun.

* KMK = Paling lama 4
tahun dan jika suplesi
dapat diperpanjang
menjadi 5 tahun.

» Kl = Paling lama 5 tahun
dan jika suplesi dapat
diperpanjang menjadi 7
tahun.

» Grace period diserahkan
kepada masing —masing
Penyalur.

Kategori Penerima
KUR

individu/ perseorangan,
badan usaha, dan kelompok
usaha yang melakukan
usaha yang produktif

individu/ perseorangan, badan

usaha, dan kelompok usaha

yang melakukan usaha yang
produktif

individu/ perseorangan
calon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan
bekerja di luar negeri dan
calon pekerja magang di
luar negeri

individu/ perseorangan,
badan usaha, dan kelompok
usaha yang melakukan
usaha yang produktif




(Lanjutan..)

Grace Period

Fitur KUR Baru2018

- .

KUR Kecil

KUR Khusus

Diperbolehkan, Grace period
diserahkan kepada masing—
masing Penyalur KUR.

Diperbolehkan, Grace period
diserahkan kepada masing—
masing Penyalur KUR.

Diperbolehkan, Grace period
diserahkan kepada masing—
masing Penyalur KUR.

Penerima KUR

» Usaha mikro, kecil, dan
menengah

» Anggota keluarga dari
karyawan/ karyawati yang
berpenghasilan tetap atau
bekerja sebagai Tenaga
Kerja Indonesia;

» Tenaga Kerja Indonesia
yang purna bekerja diluar
negeri;

» Pekerja yang terkena
Pemutusan Hubungan
Kerja.

» Kelompok Usaha Bersama

(KUBE).

+ Usaha mikro, kecil, dan
menengah

» Anggota keluarga dari
karyawan/ karyawati yang
berpenghasilan tetap atau
bekerja sebagai Tenaga
Kerja Indonesia;

» Tenaga Kerja Indonesia
yang purna bekerja diluar
negeri;

» Calon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan
bekerja di luar negeri;

» Calon pekerjamagang
di luar negeri;

+ Usaha mikro, kecil, dan
menengah

» Anggota keluarga dari
karyawan/ karyawati yang
berpenghasilan tetap atau
bekerja sebagai Tenaga
Kerja Indonesia;

* Tenaga Kerja Indonesia
yang purna bekerja diluar
negeri.




(Lanjutan..)

Fitur KUR Baru2018

1 e

Sektor yang dibiayai

KURPenempatan TK]

KUR Khusus

Sektor Pertanian;

Sektor Perikanan:;

Sektor Industri Pengolahan;

Sektor Konstruksi;

Sektor Perdagangan;

Jasa - jasa: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan
makanan (sektor 8), sektor transportasi — pergudangan -
dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha
persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa
pendidikan (sektor 13), sektor jasa kesehatan dankegiatan
sosial (sektor 14), sektor jasa kemasyarakatan — sosial
budaya — hiburan — perorangan lainnya (sektor 15).

Jasa penempatan TKI

KUR Khusus merupakan
KUR yang diberikan kepada
kelompok yang dikelola
secara bersama dalam
bentuk klaster dengan
menggunakan mitra usaha
untuk komoditas perkebunan
rakyat, peternakan rakyat
dan perikanan rakyat
(termasuk pengadaan kapal
nelayan).

Jangka Waktu
Pembayaran Subsidi
Bunga

Sesuai jangka waktu Sesuai jangka waktu kredit
kredit/pembiayaan

Sesuai jangka waktu
kredit

Jangka waktu pembayaran
subsidi bunga sesuaidengan
jangka waktu
kredit/pembiayaan




(Lanjutan..)

Tarif IIP

Fitur KUR Baru2018

KUR Mikro

KUR Kecil

KUR Khusus

1,75% (B2B)

1,5% (B2B)

1,5%

1,5% (B2B)

Agunan Pokok

Usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR

Agunan Tambahan

Tidak wajib dan tanpa

Sesuai penilaian Penyalur

Tidak wajib dan tanpa

Sesuai penilaian Penyalur

berkala dan/atau pembayaran
sekaligus saat jatuh tempo
sesuai dengan kesepakatan
antara Penerima dan
Penyalur KUR

dan/atau pembayaran
sekaligus saat jatuh tempo
sesuai dengan kesepakatan
antara Penerima dan
Penyalur KUR

perikatan perikatan
Penerima KUR dapat Penerima KUR dapat Penerima KUR dapat
melakukan pembayaran melakukan pembayaran melakukan pembayaran
pokok dan bunga/marjin KUR | pokok dan bunga/marjin KUR pokok dan bunga/marjin
Mikro secara angsuran Kecil secara angsuran berkala _ _ KUR Khusus secara
Skema Pembayaran Tidak diatur

angsuran berkala dan/atau
pembayaran sekaligus saat
jatuh tempo sesuai dengan
kesepakatan antara
Penerima dan Penyalur KUR
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(Lanjutan..)

Struktur Biaya

Fitur KUR Baru2018

Tidak diatur (mekanisme B2B
Penyalur)

Tidak diatur (mekanisme B2B
Penyalur)

KURPenempatan TK]

Cost Stucture (Struktur

Biaya) mencakup:

* pengurusan dokumen
jati diri;

» pemeriksaan kesehatan
dan psikologi;

 pelatihan kerja dan
sertifikasi kompetensi
kerja; dan/atau

 biaya lain-lain, dapat
berupa living costdan
biaya penagihan.

Sesuai penilaian Penyalur
KUR (dapat berpedoman
pada Peraturan
Kementerian Teknis
terkait)
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(Lanjutan..)

Fitur KUR Baru2018

Uraian

KUR Mikro

KUR Kecil

KURPenempatan TK]

KUR Khusus

Kelompok Usaha

Memiliki usaha produktif dan
layak/pelaku usaha pemula;

Jika terdapat pelaku usaha
pemula, maka harus memiliki surat
rekomendasi pengajuan
kredit/pembiayaan dari Ketua
Kelompok,

Kegiatan usaha dapat dilakukan
secara mandiri dan/atau
bekerjasama dengan mitrausaha
Jika membutuhkan agunan
tambahan, Kelompok dapat
memberikan agunan tambahan
kolektif yang bersumber dari aset
Kelompok itu sendiri atau aset dari
sebagian anggota kelompok yang
dapat dipertanggungjawabkan
melalui mekanisme tanggung
renteng.

Dalam hal terdapat kegagalan
pembayaran angsuran
kredit/pembiayaan, maka ketua
kelompok mengkoordinir
pelaksanaan mekanisme tanggung
renteng antar anggotakelompok;

Memiliki usaha produktif dan
layak/pelaku usaha pemula;

Jika terdapat pelaku usaha pemula,
maka harus memiliki surat
rekomendasi pengajuan
kredit/pembiayaan dari Ketua
Kelompok,

Kegiatan usaha dapat dilakukan
secara mandiri dan/atau
bekerjasama dengan mitrausaha
Jika membutuhkan agunan
tambahan, Kelompok dapat
memberikan agunan tambahan
kolektif yang bersumber dari aset
Kelompok itu sendiri atau aset dari
sebagian anggota kelompok yang
dapat dipertanggungjawabkan
melalui mekanisme tanggung
renteng.

Dalam hal terdapat kegagalan
pembayaran angsuran
kredit/pembiayaan, maka ketua
kelompok mengkoordinir
pelaksanaan mekanisme tanggung
renteng antar anggota kelompok;

Tidak diatur

Memiliki usaha produktif dan
layak/pelaku usaha pemula;

Jika terdapat pelaku usaha
pemula, maka harus memiliki
surat rekomendasi pengajuan
kredit/pembiayaan dari Ketua
Kelompok,

Kegiatan usaha dapat dilakukan
secara mandiri dan/atau
bekerjasama dengan mitrausaha
Jika membutuhkan agunan
tambahan, Kelompok dapat
memberikan agunan tambahan
kolektif yang bersumber dariaset
Kelompok itu sendiri atau aset
dari sebagian anggota kelompok
yang dapat
dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme tanggung renteng.
Dalam hal terdapat kegagalan
pembayaran angsuran
kredit/pembiayaan, maka ketua
kelompok mengkoordinir
pelaksanaan mekanisme
tanggung renteng at’a‘fanggota
kelompok;




Penyaluran KUR Melalui LembagalLinkage

Lembaga Linkage adalah
lembaga berbadan hukum
yang  dapat menerus-
pinjamkan KUR dari
Penyalur KUR  kepada
Penerima KURberdasarkan
perjanjian kerja sama

Instansi Lembaga Linkage

Lembaga Linkage meliputi koperasi atau

koperasi simpan pinjam atau koperasi
simpan pinjam pembiayaan Syariah
sekunder, koperasi atau koperasi simpan

pinjam atau koperasi simpan pinjam
pembiayaan  syariah  primer,  bank
perkreditan rakyat/bank pembiayaan
rakyat syariah, perusahaan pembiayaan,

perusahaan modal ventura, lembaga
keuangan mikro pola konvensional atau
syariah, lembaga keuangan bukan bank
lainnya termasuk fintech, dan kelompok
usaha

Suku Bunga

Suku bunga/marjin  dari
lembaga linkage kepada
UMKM ditetapkan paling
tinggi sebesar 7% (tujuh
persen) efektif pertahun
Untuk, KUR Kecil, KUR
Penempatan TKI, dan KUR
Khusus




Usulan RTP KUR Tahun2018

Rakor Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah memutuskan total plafon penyaluran KURtahun 2018 sebes
Rp 120 Triliun. Target tersebut perlu didistribuskan kepada masing — masing Penyalur KUR.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 27 Oktober 2017 yang telah

memutuskan total plafon KUR tahun 2018 sebesar Rp 120 Triliun, maka telahdilaksanakan:

1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah mengirimkan surat
nomor S-249/D.I.M.EKON/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Rencana Penyaluran (RTP) KUR Tahun 2018 kepada seluruh Penyalur
KUR. Total rekapitulasi usulan RTP KUR Tahun 2018 dari Penyalur adalah sebesar Rp 104,2 triliun yang terdiri dari:

a. KUR Mikro = Rp 71,13 T(68,27%);
b. KUR Kecil = Rp 31,73 T (31,22%); dan
c. KUR TKI = Rp 460 Miliar (0,52%).

2. Berdasarkan usulan dari Penyalur KUR tersebut, telah dilakukan rapat koordinasi teknis antara Kemenko Perekonomian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan OJK untuk optimalisasi plafon penyaluran KUR tahun 2018
bagi masing — masing Penyalur.

Untuk mencapai target total plafon penyaluran KUR tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Rakor Komite Kebijakan yaitu sebesar Rp 120
Triliun, serta memperhatikan perkembangan kebijakan KUR tahun 2018 dimana salah satunya memberikan kesempatan bagi debitur KUR Mikro
sektor produksi untuk dapat mengakses KUR secara terus menerus tanpa batas total alokasi plafon, maka diusulkan untuk:

1. Menaikkan plafon penyaluran KUR tahun 2018 sebesar 12% bagi 3 Penyalur KUR terbesar yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI;

2. Menaikkan plafon penyaluran KUR tahun 2018 sebesar 10% dari usulan plafon KUR bagi Penyalur KUR lainnya.

Pada Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 8 Desember 2017 telah ditetapkan plafon penyaluran KUR tahun 2018
sebesar Rp 116,53 Triliun. Masih terdapat sisa alokasi plafon KUR sebesar Rp 3,47 Triliun yang diperuntukkan bagi Penyalur KUR baru di tahun
2018 ataupun penambahan plafon KUR tahun2018.
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Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro] P en Etap an Plafon KUR Tahun2018

dan Keuangan Selaku Sekretaris Komite Penetapan Plafon KUR Tahun 2018 dari Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor: Penyalur KUR (Rp M)*

S-281/D.1.M.EKON/12/2017 tanggal 29 Mikro Kecil TKI Total

Desember 2017 terkait Plafon KURdan PT. BRI (Persero) 68,880 10,640 224 79,744

Penyaluran KUR 2018 PT. Bank Mandiri (Persero) 4,480 10,069 11 14,560

PT. BNI (Persero) 3,360 9,856 224 13,440

%é’ PT.BCA, Tbk 11 99 - 110

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PT. Bank Bukopin, Tbk 110 220 - 330

e PT. BTPN, Tbk 220 55 ! 275

Ol |N[OO|O1|PA|WIN|F

Nomer S~ 2BVO LM EKON 202017 Jakata 239 Desamber 2017
Lampran -
- LT SRS S PT. OCBC NISP, Tbk T 6 1 6
= ]
Kepaca Y9
(mohon perksa daftar teoampin) . 28 28
Vs PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk :
Sehubungan  telah  durdsngkannya Persturan  Menter:  Koordinator Bidang
Parekcrorsan Nomer 11 Tahun 2017 tanggal 15 Desemdar 2017 lentarg Pecdoman

PT. Bank Permata, Thk - 28 - 28
PT. Bank Artha Graha Int., Tbk 385 138 28 551
PT. Sinarmas, Tbk 22 77 22 121
Bank CTBC - - 88 88
PT. BRI Syariah 550 - - 550
PT. BPD Bali 18 290 - 308
PT. BPD Kalimantan Barat 110 110 - 220
PT.BPD NTT 55 110 - 165
PT. BPD DIY 55 275 - 330
PT. BPD Sulselbar 33 50 - 83
PT. BPD Jateng 55 330 - 385
PT. BPD Sumut - 550 - 550 31

Palsksanaan Kredit Usaha Rakysl serts keputusan Komite Kebijsksn Permiayaan Bagl
UMKM yag dambl daam Rapat Koordinas tanggsl 8§ Desember 2017 bersama ni
dmampkan sebagsi benkul
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1 Plafon penyaluran KUR bag masng-masng Panyaks sebsgamans teramer gengan
018l plafon =ebesar Rp 1165 T

2 Memgingst Komite Kebjakan teiah menetapkan targat perysiuran KR tabun 2013
sebesar Rp. 120 T, cergan demikan masih terdapat sisa alokasi piafon KUR sebesar
Rp 34 7 yang dapet digunakan clah Peryalur KUR yang baru atau manambab plafon
bage Panyalsr yang lelsh habis plafon penyalurarvys sebelum beraihmys Tahun
Anggaran 2018

3 Penysisr KUR dapat memuisi peryaluran KUR terhitung mulal tanggal 1 Jsnuari 2018
Plsfon yang telan dtctapkan Komile Kebiskan Pembayaan Bagi UMKM merupa kan
balas maksinal penyaksan. Apabis Penyalur KUR dalam menyaurkan KUR melsmpaa
plafon, maka Pemerintah toak membayar subsidi bunga bagi kectxhan panyasursn
tersebot
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Tembusan Yih:

1. Menteri Xoorcinator Bidang Parekonomian {(sebagai laporan);
2. Mantari Keusngan Republk Inconesia;
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(lanjutan..)

Penetapan Plafon KUR Tahun 2018 dari Komite

Penyalur KUR (Rp M)*
Mikro Kecil TKI Total
21 |PT.BPD Bengkulu - 28 - 28
22 |PT.BPD Sulawesi Tenggara 73 110 - 183
23 |PT. BPD Kalimantan Tengah 16 12 - 28
24 |PT. BRI Agroniaga, Tbk - 143 - 143
25 |PT.BPD Sumatera Barat 220 880 . 1,100
26 |PT.BPD Sumatera Selatan Babel 20 57 - 77
27 |PT.BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk 330 770 - 1,100
28 |PT.BPD Kalimantan Selatan 55 165 - 220
29 [PT.BPD Riau Kepri 55 275 - 330
30 |PT.BPD Nusa Tenggara Barat 83 39 - 122
31 [PT.BPD Jambi 20 13 - 33
32 |PT.BPD Lampung 55 55 - 110
33 |PT.BPD Papua 23 33 56
34 |BCA Finance 50 . - 50
35 |Adira Dinamika Finance 50 - . 50
36 [Mega Central Finance 50 - - 50
37 [Federal International Finance 50 - - 50
38 |Koperasi Kospin Jasa 55 - - 55
39 [PT.BTN (Persero) Thk 6 270 - 276
40 |PT.BPD Kalimantan Timur - 550 - 550
41 |Koperasi Obor Mas 100 50 - 155
TOTAL (Rp M) 79,649 36,381 603 116,633
Persentase (%) 68.3 31.2 0.5 100
Selisih dari Target (Rp M) 3,367




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARDJO | LANTAI 2

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 24 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 PSW.5520, {021) 3864788 FAKSIMIL (021) 34834821
SITUS wyw.parbendaharaan go id

Nomor  : S-1125°2/PB/2017 29 Desember 2017
Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk KUR

Yth. Direksi Penyalur dan Penjamin KUR
(sebagaimana terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan subsidi bunga/subsidi marjin untuk program Kredit Usaha

Rakyat (KUR), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program KUR telah diatur oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui
Peraturan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan nomor 8 tahun 2015 yang
terakhir kali diubah melalui Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan KUR

2. Seiring dengan beberapa penyesuaian dan/atau perubahan kebijakan tersebut, perlu adanya
pengaturan kembali terkait pelaksanaan subsidi bunga/subsidi marjin untuk KUR.

3. Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk KUR yang mencabut PMK Nomor
20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk KUR.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara dapat mempedomani PMK

dimaksud dalam pelaksanasn subsidi bunga/subsidi marjin untuk KUR. Saudara dapat
mengunduh PMK melalui alamat www.sjdih.depkeu.go.idlfu|lText/2017I180~PMK.05~2017Per.pdf
atau melalui QR Code dibawah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

irjen Perbendaharaan
irektur Sistem Manajemen Investasi

Tembusan:

_/Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian;
" Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM;
4, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

@Direktur Jenderal Perbendaharaan;

Peraturan Menteri Keuangan nomor
180/PMK.05/2017 tentang tata cara
pelaksanaan subsidi bunga/subsidi
marjin untuk KUR yang mencabut
PMKnomor 20/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Subsidi Bunga untuk KUR




TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
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